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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas 

izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
Penulisan skripsi ini mengambil judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten 

Banyuasin. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I 
Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum Kabupaten 

Banyuasin, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.
Data utama yang digunakan adalah data sekunder. Dalam hal ini data 

tersebut berupa laporan realisasi APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 

2004-2007.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap belanja 

modal sangat rendah dan mengalami penurunan. Sedangkan dana perimbangan 

mempunyai pengaruh yang besar atau signifikan terhadap belanja modal namun 

mengalami penurunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu 

meningkatkan upayanya dalam menggali potensi daerahnya agar dapat 
meningkatkan PAD yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal. 
Sehingga ketergantungannya terhadap dana perimbangan dalam membiayai 
belanja modal dapat berkurang.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi 
perbaikan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin dan bahan masukan 

akademisi bagi penelitian Akuntansi Sektor Publik.

Penulis
Tinda Wiranasari
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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL 

PADA KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli 
daerah (PAD) terhadap belanja modal dan pengaruh dana perimbangan terhadap 

belanja modal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2004-2007 

pengaruh PAD terhadap belanja modal sangat rendah dan mengalami penurunan 

tiap tahunnya. Pengaruh yang kecil tersebut dikarenakan kecilnya kontribusi 
komponen-komponen PAD. Sedangkan dana perimbangan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap belanja modal dan mengalami penurunan setiap tahun. 
Pengaruh yang besar ini disebabkan kontribusi masing-masing komponen dana 

perimbangan masih relatif besar. Penurunan pada pengaruh PAD dan dana 

perimbangan disebabkan oleh belanja modal mengalami peningkatan yang besar.
Untuk mengimbangi peningkatan yang besar pada belanja modal, penulis 

menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Banyuasin lebih menggali potensi- 
potensi ekonomi daerahnya untuk meningkatkan PAD. Sehingga tingkat 
kemandiriannya dalam membiayai belanja modal akan meningkat dan 

ketergantungannya terhadap dana perimbangan dapat berkurang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal
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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL 

PADA KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRACT

This research aims to analyses the effect of pendapatan asli daerah (PAD) 

and dana perimbangan on Capital expenditure in Regency of Banyuasin.

Research finding shown that during period of y e ars 2004-2007, PAD has a 

little effect on Capital expenditure and there is decreasing on that effect for 4 

years. It is because little contribulion of components from PAD. While dana 

perimbangan has a significant effect on Capital expenditure and average in 4 

years this effect is decrease. A significant effect occurs because there is a big 

grant of component from dana perimbangan. Decreasing on effect of PAD and 

dana perimbangan on Capital expenditure because of there is a high increasing on 

Capital expenditure.

To follow a high increasing on Capital expenditure, suggested for Regency 

of Banyuasin to explore economic potential in region to increase PAD. In order 

give increasing of effect on Capital expenditure. So that, self govemment in pay 

for Capital expenditure will increase.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Capital Expenditure
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen atau pengelolaan keuangan daerah di Indonesia memasuki 

baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan yang terkait 

tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 

tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU ini efektif

era

diberlakukan per Januari 2001 dan dalam perkembangannya diperbarui atau

direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. UU yang

sering disebut dengan “UU otonomi daerah” ini memberikan dampak atau 

perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah termasuk manajemen 

atau pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena manajemen 

keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga 

pemerintah daerah.

Diberlakukannya UU ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali 

potensi dan meningkatkan kinerja keuangan dalam mewujudkan kemandirian 

daerah (Harianto & Adi, 2007). Dalam era desentralisasi fiskal, diharapkan 

teijadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. 

Untuk menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan 

berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai 

sektor. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, 

khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah 

(Halim,2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah



dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah 

satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan 

pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan 

pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik 

(Darwanto & Yustikasari, 2007;3). Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan 

investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur 

dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki 

sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam 

memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana, baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh 

karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah 

daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Darwanto & Yustikasari 

(2007) menyatakan bahwa selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan 

untuk belanja rutin yang kurang produktif. Hendaknya pemanfaatan belanja 

dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas 

pembangunan.

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya 

finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Kaho 

(2001; 125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyelenggarakan

2



fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan 

pelayanan pembangunan dan keuangan. Pesatnya pembangunan daerah 

tersedianya dana bagi pembiayan pembangunan yang menyangkut perkembangan 

kegiatan fiskal.

Jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan daerah untuk menjalankan 

fungsinya tergantung kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber 

penerimaan sendiri seperti pajak daerah dan retribusi daerah. PAD merupakan 

salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 

pembangunan, selain itu merupakan usaha daerah guna memperkecil 

ketergantungan dalam mendapatkan dana (subsidi) dari pemerintah pusat dan 

indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi secara luas, nyata, dan 

bertanggungjawab (Sulistyawan, 2004;3).

Secara konseptual perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap 

belanja atau pengeluaran. Penelitian yang dilakukan Darwanto & Yustikasari 

(2007; 15) menunjukkan bahwa PAD secara signifikan berpengaruh terhadap 

belanja modal. Meskipun proporsi PAD hanya sebesar 10% dari total pendapatan 

daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila 

dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004). Sementara dana 

perimbangan meskipun merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah, 

namun bersifat tidak pasti karena ditentukan pemerintah pusat.

Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar 

dalam pengalokasian daerah, tetapi di satu sisi memunculkan persoalan baru

menuntut
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berkaitan dengan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto & 

Adi, 2007). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan 

pendanaan yang cukup besar pemerintah memberikan dana perimbangan. Dana 

perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.

Pada dasarnya pengalokasian bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan 

dari sumber daya alam memperhatikan potensi daerah penghasil (Kaho, 

2001; 130). Umumnya negara yang sedang berkembang mempunyai derajat 

sentralisasi keuangan yang tinggi. Hal ini menunjukkan masih tingginya 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat.

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera 

Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin 

yang terbentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002. Ibukota Banyuasin

berkedudukan di Pangkalan Balai, dan memiliki 15 kecamatan. Wilayah yang 

bertopografi dataran rendah pesisir ini sarat potensi antara lain potensi 

perkebunan, pertanian, tanaman pangan, perikanan dan industri. Untuk 

mengoptimalkan potensi-potensi tersebut diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung 

sehingga dapat dikembangkan. Sebagai salah satu daerah yang tergolong baru 

berdiri, pembangunan daerah tentunya akan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, 

perlu dilihat seberapa besar pengalokasian penerimaan daerah dalam hal ini PAD 

dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan.
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Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini diberi judul Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja 

Modal pada Kabupaten Banyuasin”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dirumuskan beberapa

permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal ?

2. Bagaimanakah pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan di atas

adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Belanja Modal.

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Selain itu diharapkan penelitian 

ini dapat memperluas pengetahuan terutama tentang pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian 

Belanja Modal.

1.

anggaran
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2. Menambah kelengkapan kepustakaan bagi fakultas ekonomi jurusan 

akuntansi dan sebagai bahan perbandingan maupun rujukan atau referensi 

penulisan skripsi bagi yang memerlukan.

3. Menjadi masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Banyuasin mengenai 
pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap 

Belanja Modal.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuasin. Ruang lingkup penelitian 

dibatasi pada masalah pengukuran besarnya pengaruh PAD dan Dana 

Perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dalam struktur

APBD Kabupaten Banyuasin. Periode laporan keuangan yang diambil yaitu tahun

anggaran 2004-2007.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banyuasin khususnya pada bagian keuangan yaitu Pengelola 

Keuangan Satuan Keija Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.5.3 Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media
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perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) berupa bukti catatan, atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumenter) baik yang dipublikasikan 

maupun tidak dipublikasikan yang dalam hal ini berupa laporan realisasi APBD 

Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2004-2007. Dari laporan APBD ini 

diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan 

Asli daerah (PAD), dan Dana Perimbangan

Dalam pengumpulan data, digunakan metode-metode yaitu :

Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan1.

mempelajari literatur-literatur, buku-buku, dan tulisan yang berhubungan

dengan penelitian atas dasar teori-teori yang digunakan dalam permasalahan

penelitian seperti buku-buku akuntansi sektor publik, dan jurnal penelitian.

2. Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data secara lansung dari objek 

yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah 

dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh 

melalui sumber-sumber dokumen yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian.

1.5.3 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan 

teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan menganalisis semua data yang 

diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan) maupun keuangan yang 

bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2004-2007.
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Analisis deskiriptif dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Analisis Rasio

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Rpad) •

Pendapa tan Asli Daerah (PA D)
Belanja Modal

b. Rasio Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (RDp>

Dana Perimbangan
Belanja Modal

2. Analisis Trend

a. Trend PAD terhadap Belanja Modal

R PAD (t 0+l) x 100 %
R PAD (/0)

b. Trend Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

R DP (r0 + D x 100 %
R DP (/0)

Keterangan :

to : tahun dasar
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1.6 Rencana Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara terperinci mengenai 

penyusunan skripsi, berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasan yang 

pembagiannya dalam lima bab, yaitu :

PENDAHULUANBABI

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai apa yang

menjadi latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah,

tujuan dan mafaat penelitian, metodelogi penelitian, dan

sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar analisa dalam penyusunan skripsi yang meliputi, Otonomi 

dan Manajemen Keuangan Daerah, pengertian rekening-rekening 

dalam struktur APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Belanja Modal.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai keadan geografi 

Kabupaten Banyuasin, pemerintahan, penduduk, keadaan sosial, 

pertanian, industri, pertambangan dan energi, visi dan misi, serta 

penyusunan APBD Kabupaten Banyuasin.
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PEMBAHASANBAB IV

Bab ini berisikan hasil pengumpulan data, analisis data yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab ini merupakan jawaban atas permasalahan

yang telah dirumuskan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil

analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan serta saran

yang dianggap perlu sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan,

sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat.
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